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Pasal 41

Posyandu Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
mempunyai tugas :

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

mendata seluruh Lansia potensial, Lansia tidak
potensial, dan Lansia yang terlantar yang berada di
lingkungannya;

menyusun dan melaksanakan program untuk
pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia;

membantu proses pengajuan Lansia tidak potensial
dan Lansia terlantar untuk menjadi penghuni LKS;
dan

membuat laporan  pertanggungjawaban  kepada
Lurah/Kepala Desg.

BAB VI
PERAN SERTA DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Peran Serta

Pasal 42

Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta
dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
Peran masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga,
masyarakat, organisasi sosial, dan/atau organisasi
kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.J

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan
kepada masyarakat yang berperan penting dalam
upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangany
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BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan,

(2)

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan
kesejahteraan sosial Lansia}

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi
oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati./

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber
lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangam"J

(1)

(2)

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46
Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga
yang tidak menyediakan aksesibilitas bagi Lansia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat
dikenai sanksi administratif berupa':
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pencabutan izinV
Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga
yang memberikan  pelayanan dalam  rangka
perlindungan sosial terhadap Lansia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau menyalahgunakan
penghargaan yang diperolehnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 dapat dikenai sanksi
administratif sesuai ketentuan berupa:’
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pencabutan penghargaan;
d. penghentian pemberian bantuar{;
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e. pencabutan izin operasional.
(38) Tata cara pengenaan sanksi administratif sdiatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati/

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam)
bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.(

Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. /

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Januari 202&

BUPATI Y AMONGAN,

YUH O‘I@FENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Januari 2023/

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

-~

—

SUYATMOKO

LEMBARANDA H KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 1/

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR
14-1/2023.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA y,

UMUM

Lanjut Usia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia,
memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan.
Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila
dikembangkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Sebagai warga Negara Indonesia, para Lanjut Usia telah
mendharma-bhaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses
pembangunan di tanah air. Kedudukan, hak dan kewajiban Lanjut Usia
sama dengan warga negara Indonesia lainnya dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 194

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia,
mengukuhkan posisi dan potensi Lanjut Usia untuk semakin berperan
dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Peran Pemerintah
Daerah, masyarakat dan keluarga menjadi tumpuan bagi kemandirian
Lansia potensial maupun Lansia tidak potensial. Peran yang sangat
penting dan mulia ini dapat terwujud dan terlaksana, apabila upaya
pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, komunikasi dan koordinasi
operasional kegiatan itu dilandasi oleh Peraturan Daerah sehingga
Lansia semakin merasa berdaya guna dan tumbuh rasa percaya dirinya
untuk berkembang menjadi Lansia yang mandir’#

Untuk mendukung upaya peningkatan derajat dan kemandirian
Lansia, maka peran pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan dunia
usaha sangat penting. Oleh karena itu sangat dibutuhkan payung
hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua
permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan Lansia. Dalam
Peraturan Daerah tentang kesejahteraan Lanjut Usia mengatur mengenai
fasilitas dan pelayanan yang akan diberikan kepada Lanjut Usia, antara
lain pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan,
pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelayanan untuk
mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan
prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum,
pemberian perlindungan sosial dan pemberian penghargaan kepada para
Lanjut Usief
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bimbingan keagamaan
atau kerohanian” adalah untuk memberikan tuntunan
dan pegangan hidup serta ketenangan bagi lanjut usia
dihari tuanya agar lebih mendekatkan diri kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan semakin memantapkan
keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan
masing-masing, antara lain pengajian, ceramah,
siraman rohani dan sebagainya/

Huruf b

Pasal 9
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyediaan aksesibilitas
baik sarana dan prasarana pada tempat peribadatan”
adalah agar dalam membangun tempat beribadah
seperta masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah
lainnya harus rama Lansia sehingga memberikan
kemudahan bagi Lansia dalam melaksanakan ibadaht

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a /
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Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan
Lansia pada huruf ini diutamakan pada pencegahan
penyakit.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “geriatric’ adalah suatu
ilmu yang mempelajari penyakit Lansia (degeneratify.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “penyakit terminal” adalah
penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
Huruf d |
Cukup jelas/
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pelayanan kesempatan kerja”
adalah agar Lansia tersebut dapat meneruskan keahlian dan
kemampuannya kepada generasi penerus/
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pelayanan kesempatan kerja
pada sektor formal” adalah sektor bidang usaha yang
menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara
normatif, sedangkan pada sektor nonformal adalah suatu
bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi
dengan aturan-aturan normatify
Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
dengan didasarkan pada peraturan perundangundangan dan
kebijakan pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan
kondisi fisik, mental, dan sosial serta lingkungan Lansid.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16 :
Cukup jelasl



Pasal 17
Ayat (1)
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Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan administrasi”
adalah kemudahan bagi Lansia dalam urusan
administrasi antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP)
seumur  hidup, pelayanan membayar pajak,
pengambilan uang dan pelayanan kesehatan}I

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberian kemudahan
dalam pelayanan dan keringanan biaya” adalah suatu
penghargaan bagi Lansia yang akan menikmati
dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik
transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus,
kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginaparJ..

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberian kemudahan
dalam  melakukan  perjalanan” adalah  suatu
penyediaan fasilitas bagi Lansia, dalam bentuk antara
lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus,
dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat
hambatan dalam melakukan perjalanan seperti
melaksanakan ibadah, ziarah atau wisatal

Huruf d

Pasal 18

Cukup jelas/

Pasal 19

Cukup jelas.j

Pasal 20
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyediaan fasilitas
rekreasi, dan olahraga khusus” adalah tersedianya
sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan
mobilitas Lansia di tempat-tempat umum, seperti jalan
untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat,
pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat,
dan/atau tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas/

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan informasi”
adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan
untuk mendahulukan Lansia dalam melakukan
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perjalanan seperti di halte, stasiun, terminal,
pelabuhan dan bandaray

Ayat (2)

Cukup jelas.y

Pasal 21
Cukup jelas\./
Pasal 22
Cukup jelasy
Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bangunan umum?” adalah:
a. bangunan perkantoran untuk pelayanan umum
seperti  bank, kantor pos dan bangunan
administrasi;
b. bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar
swalayan dan mall;
c. bangunan pelayanan transportasi seperti terminal
dan bandara, pelabuhan, stasiun kereta api;
d. bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit
dan klinik;
e. bangunan keagamaan dan peribadatan;
f. bangunan pendidikan seperti museum dan
perpustakaan;
g. bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan
seperti bioskop, gedung konferensi dan rekreasi;
h. bangunan restoran seperti rumah makan dan
kafetaria;
i. bangunan hunian massal seperti hotel, apartemen
dan LKS;
j. fasilitas umum seperti taman, kebun binatang;
k. pemakaman dan tempat sejenis(
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan informasi”
adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga
pemerintah, swasta, dunia usaha maupun masyarakat,]
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terkait dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh
para Lansia, yang meliputi informasi terkait dengan
peluang kerja yang dapat dimasuki oleh para Lansia,
informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan
fasilitas publik oleh Lansia dan lain-lain.

Huruf b

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan khusus” meliputi
pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus
pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan
dalam penggunaan fasilitas publiK.

Yang dimaksud dengan “melindungi dan memberikan
rasa aman kepada Lansia” adalah memberikan suasana yang
nyaman, tentram, terhindar dari berbagai perasaan stress,
depresi, rendah diri, terkucil/terisolasi atau bentuk
gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial
maupun proses permasalahan/penegakan hukum:

Ayat (2)

Cukup jelas!

Pasal 32
Cukup jelas,

Pasal 33
Cukup jelas/

Pasal 34
Cukup jelas!
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Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Pra Lansia” adalah seseorang
yang telah berumur 45 (empat puluh lima) tahun sampai
dengan belum mencapai 60 (enam puluh) tahun.
Pasal 41
Cukup jelas/

Pasal 42

Ayat (1)
Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
agar masyarakat berperan sesuai dengan fungsinya selaku
mitra Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan, pedoman dan garis-garis
kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang berlaku agar tidak
menyimpang dari tujuan upaya peningkatan kesejahteraan
sosial lanjut usia'

Ayat (2)
Cukup j elas/

Pasal 43
Cukup jelas!

Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah berupa
penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan dan
bimbingan, pemberian bantuan, perizinan, dan

pengawasan,



Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas./
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